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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR i>3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHANPERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 79 TAHUN2016 TENTANGSUSUNAN ORGANISASI,URAIANTUGAS

DANFUNGSI DINAS PERUMAHANDAN KAWASANPERMUKIMAN
KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan berIakunya Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan peIaksanaan

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin,

diperlukan perubahan organisasi dan uraian tugas

dan fungsinya guna mengoptimaIkan kinerja pada Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang

Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 79

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi Dinas Peru mahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang



Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera SeIatan, sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Repub1ik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 8133);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

PenyeIenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5883);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri PekeIjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 32 /PRT/M/2016 tentang Pedoman

NomenkIatur Perangkat Daerah yang me1aksanakan

urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1574;
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Menetapkan

7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 79 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2016 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMANKABUPATENMUSIBANYUASrN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 89), diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, dan ditambah 15 (lima

belas) angka baru, yakni angka 9, angka 10, angka 11,

angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka

17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 dan

angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
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2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.

5. dihapus.

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah

Dinas periitrrahM dart Kawasart Petml.1kitnan Kabupaten

Musi Banyuasin.

7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai tugas dan fungsi bidang pertanahan,

prasarana, sarana, dan utilitas umum (pengembangan

sistem penyediaan air minum, pengolaan air limbah dan

drainase lingkungan serta persampahan), pembangunan

perumahan, danperigernbangan kawasan. pertnukinian,

serta penataan bangunan.

8. KJF adalah KelompokJabatan Fungsional.

9. pertanahan terdiri dati penggunaan tanah, sengketa tanah

dan penataan pemakaman.

10. Utilitas Umum adalah SPAM,PLP.

11. SPAM adalah Pengembangan Sistem Penyediaan

ait MiriUm.

12. PLP adalah Penyehatan Lingkungan Permukiman, yang

terdiri dati pengolahan air limbah, drainase lingkungan

dan pengolaan persampahan (sanitasi) serta penyehatan

lingkungan permukiman.

13. SPALadalah Sistem Pengolahan AirLimbah.

14. Penyediaan Perumahan adalah penyediaan rumah susun,

khusus,swadaya. dan Tamah kort'iersialsestiai

dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

dan disesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten

Musi Banyuasin.

15. Pembiayaan Perumahan terdiri dati Pola pembiayaan

perumahan, Pola lnvestasi Perumahan, pendayagunaaan

sumber pembiayaan perumahan, sistem tabungan

-perutnahan, binasysterilpembiayaart perumahan serta

evaluasi bantuan pembiayaan perumahan.
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16. Pengembangan Kawasan Perrnukitrtan adalah kawasan

permukiman perkotaan, perdesaan, dan kawasan

permukiman khusus.

17. Penataan Bangunan adalah tata bangunan gedung umum,

gedung negara dan rumah negara.

18. Penataan Lingkungan Khusus adalah penataan kawasan

gedung, rumah negara, penataan kawasan pusaka,

perrrrukiman ttadisional,wisata,pos lintas bams

kabupaten, rawan bencana, serta kawasan tematik

perkotaan dan kawasan khusus lainnya.

19. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

20. Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM).

21. Rencana KeIja Anggaran (RKA).

22. Rencana KeIja Pendapatan Anggaran (RKPA).

23. Lap6ran Ketetangan Pertanggungjawaban(LKPJ).

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal3

c. Bidang Pertanahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum, membawahi :

1. Seksi Pertanahan;

2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).

d. Bidang Perttfriahan,mernbaw8hi:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;

2. Seksi Penyediaan Perumahan;

3. Seksi Pembiayaan Perumahan.

e. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan

Bina Penataan Bangunan, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman perkotaan

dan Pedesaati-;

2. Seksi Bina Penataan Bangunan;

3. Seksi Penataan Lingkungan Khusus.

3. Ketent\1an BAB IV Bagian

Kepala Dinas dan Pasal 4

sebagai berikut :
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Pasa14

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Pertanahan, prasarana, sarana dan utilitas

umum, perumahan, pengembangan kawasan permukiman

dan bina penataan bangunan, sesuai dengan peraturan

perundarig--uridangart dan kewenangali dart tUgas lain yang

dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal5

Untuk menyelenggarakan tu,gas sebagaimana dimaksud

pada Pasal 4, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai

fungsi:

a. 'peruffihsan kebijakan di bidangpet"uniahan dan kawasart

permukiman dan perizinan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

b.pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman dan perizinan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidMlgpetumarrali dan kawasanpermukiman;

d. Penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan

dan kawasan permukiman;

f. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

g. penyelenggaraan 'perribiriaan, 'pengawasan dan

pengendalian di bidang perumahan dan kawasan

permukiman;

h. pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis

terhadap intern lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;
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i.pehyediaansararta dan 'prasarartaa:ir thirn:uYidan Mfiitasi

bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;

j. fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan

perumahan dan kawasan permukiman;

k. penyediaan dukungan/bantuan untuk keIja sarna antar

kecamatan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman; dan

I.meiap6tkart hasil-pefiyelenggaraan di bidartg perumahan dan

kawasan permukiman kepada atasan dan pelaksanaan tugas

lain yang diberikan oleh pimpinan.

-So Ketentuan Pasa16 dilibah,sehingga berbunyisebagai

berikut:

Pasal6

Sektetariatmemp'dnyaitligas membarttu kepala. dinas da:1am

melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang urusan

umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan,

pendidikan danpelatihan serta melaksanakan koordinasi dan

penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka pendek,

menengah danjangka panjang.

6. KetentUart Pasal 7 diubah, sehingga befbunyisebagai

berikut:

Pasal7

Untuk 'mehiksartakan .tugas sebagaimana dimaksud dala.rn

Pasa16, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. perencanaan urusan umum, perlengkapan kantor,

keuangan dan kepegawaian;

b. pengevaluasian urusan umum, perlengkapan kantor,

keuangan dan kepegawaian;

c; pengawasan ke dalam/intem;

d.pengkoordinasian,sifikrortisasi pe-nyusUnal1 reneana dart

program serta penyusunan anggaran pembangunan;

e. pengkoordinasian dan penyusunan keterpaduan program

dalam pemanfaatan berbagai sumber dana baik pusat,

provinsi, kabupaten/kota maupun bantuan luar negeri;
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f. pengkootdirtasiart penyusunan pedomart staridarisasi teknis

perencanaan umum untuk penataan kawasan, perumahan,

tata bangunan, air mirium dan sarana lingkungan;

g. pelaksanaan pembirtaan dan koordirtasi program

pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan;

h. pelaksanaan survey, pendataan, evaluasi dan pelaporan;

1. penandatai:J.ganan administrasi bidang kepegawaian,

keuangan danpernbangunan sesuBi defigBi1pelitrl.pahan daTi

kepala dirtas;

j. pelaksanaan dan pengkoordirtasian urusan tata usaha,

rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan

tatalaksana serta hubungan masyarakat;

k. pelaksanaan urusan kepegawaian pendidikan dan

pelatihan; dan

l.pelaksanMh .tligas lairtyarrgdiberikari olehpimpirtati.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melak-sanakan urusansurat men)'"Urat .dan tata

kearsipan;

b. mengurus dan melaksanakan urusan rumah

tangga kantor;

c. mengurus admiriistrasi peljalan dirtas dan

tugas-tugas keprotokolan;

d. menyusun, menyiapkan dan mengiventarisasi

data kepegawaiart;

e. menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, pensiun,

mutasi jabatan, mutasi non jabatan dan

pembinaan kepegawaiart;

f. memproses rotasi pegawai di lingkungan Dirtas

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

g. menyiapkan rencana pengembangan, pendidikan pegawai

dartttiefiglii'tIs kesejahtetaafi pegawai;

h. mengurus dan melaksanakan pemeliharaan/perbaikan

gedung dan irtventaris kantor;
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me1akukan

terhadap

Kawasan

i. mehyiapkan admiIiistrasipenyerahan hasil kegiatah

proyek selesai; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

mempunyai tugas :

a. menyiapkan rencana kebutuhan belanja pegawai dan

non pegawai;

b.IIiemeriksa: renca:na kebhtuhan behmjapegawai dart

non pegawai;

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi program

pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan;

d.. mengevaluasi dan melaporkan setiap programjkegiatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. menyusun rencana program dan anggaran

pembangUna:n;

f. menyusun Rencana KeIja Anggaran (RKA) Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

g. menyusun Rencana KeIja Pendapatan Anggaran (RKPA);

h. menyusun dan menyiapkan surat perintah membayar

dan surat pertanggungjawaban;

i. melaksanakan pengolahan admiIiistrasi keuangan;

j. mefiyastifi IaporM. danpertahggungjawabart keuangan

bulanan, triwulan dan tahunan;

k. mengurusi gaji dan pembayaran keuangan lainnya;

1. memberikan bimbingan teknis tentang admiIiistrasi

keuangan dalam lingkup tugasnya;

m. menyusun dan menyiapkan perencanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan

programlkegiatafi Dmas Penitriahafi dart

Permukiman;

n. menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan

koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam

rangka penyusunan bahan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)Bupati; dan

b. melaksartakan tugas lain yang diberikartoleh pitripihan.
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8. Ketentuart BAB :IV Bagiart Ketiga diubahrhenjadi Bidang

Pertanahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, serta

Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal9

Bidang Pertanahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang

Pertanahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasall0

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 9, Bidang Pertanahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pertanahan (penggunaan

tanah, sengketa tanah dan penataan pemakaman),

prasarana, sarana pengembangan air minum, sanitasi dan

penyehatan litigkunganpetrn'l1kirr1artserta petizirtan

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan, prasarana,

sarana, pengembangan air minum, sanitasi dan penyehatan

lingkungan permukiman dan perizinan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku;

c. pengkoordinasian, penyelenggaraan perencanaan teknis

dan penyl1sunan program di bida.ttg -pertafiaharr,

pembangunan prasarana, sarana pengembangan air

minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman

secara terpadu antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi,

dan Pemerintah Pusat, sehingga produk yang dihasilkan

dapat berhasil secara optimal;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidangpertanahan,pengembanganairmintlIi1, sanitasi dan

penyehatan lingkungan permukiman;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pertanahan, pengembangan air minum, sanitasi dan

penyehatan lingkungan permukiman;
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f. inventarisasi penggunaan dan sengketa tanah,

prasarana dan sarana air minurn, sanitasi dan

penyehatan lingkungan;

g. 'penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi

bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;

h. fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan

prasarana dan sarana arr minum, sanitasi dan

'penyehatan lingkUngan';

i. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sarna antar

kecarnatan di bidang pertanahan, pengembangan air

minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang

pertanahan, pembangunan prasarana, sarana

pengembangan air minum, sanitasi dan penyehatan

litigkunganperitiukiman;

k. pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis

terhadap internal bidang pertanahan, pengembangan air

minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman;

1. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang pertanahan, pengembangan air minum, sanitasi

dan penyehatan lingkungan permukiman;

th. meIhberikansafart, 'pertimbarig8.fi.teknis danmelap6rkan

hasil kerja kepada atasan;

n. membimbing dan membina bawahan, serta menilai hasil

kerja bawahan untuk pengembangan karir; dan

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasalll

(1)Seksi Pertanahan, .mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

di bidang pertanahan dan pemakaman, serta perizinan

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

b.melaksanakart kebijakart ill bidang -pettaiiahan,

dan perizinan sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku;

.;1,,;0
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c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait

di bidang perencanaan dan penyusunan program

penggunaan tanah, dan langkah-langkah penyelesaian

sengketa tanah, serta dalam pengelolaan dan

penataan areal pemakaman; .

d. memberikanbimbingan teknis dansupervisidi bidang

kegiatan penggunaan tanah;

e. melakukan inventarisir tanah asset pemerintah daerah

dan inventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari

satuan kerja untuk kepentingan pembangunan serta

inventarisir permasalahan sengketa tanah;

f. mengkompilasi data dan informasi peta pola

penatagunaan tanah, peta wiiayah tanah usaha, peta

persediaan tanah, RTRWdan rencana pembangunan;

g. melaksanakan sosialisasi tentang peraturan

pertanahan rencana letak kegiatan penggunaan tanah

kepada instansi terkait dan kepada masyarakat;

h. menenma, meneliti, mengkaji laporan pengaduan

sengketa tanah dan melakukan pencegahan meluasnya

dampak sengketa tanah;

i. melaksanakan fasilitasi musyawarah antar pihak-pihak

yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;

j. mcmpr-osc$ kco~atan pcngada&'"'.J./pcmbebas8.:L~ tanah

untuk asset daerah sampai dengan sertifikasinya serta

penyerahan asset dengan berita acara;

k. memproses pengadaan tanah untuk kepentingan

fasilitas umum;

1. memproses sertifikasi tanah, memproses penerbitan

surat keputusan subjek dan objek retribusi tanah serta

ganti kerugian;

m. melaksanakan tukar menukar asset pemerintah

daerah;

n. melakukan evaluasi dan membuat laporan sesuai

bidang tugasnya, dan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(2)Seksi Pengembangan sistem penyediaan Air Minum,

mempunyai tugas:
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il..menyiapkan bahan petL1IfiUsatlkebijakan di bidang

pengembangan sistem penyediaan air minum

serta perizinan sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan sistem penyediaan air minum dan

perizinan sesuai dengan perundang-undangan

yang berlakl1;

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian, penyelenggaraan

perencanaan teknis dan penyusunan program

pembangunan prasarana, sarana pengembangan

sistem penyediaan air minum secara terpadu antara

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi,

sehingga produk yang dihasilkan dapat berhasil

secaradptimai;

d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem

penyediaan air minum;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;

f. melakukan inventarisasi prasarana dan sarana

pengembarigan systetfipenyediaan airrtiifititfi

di Kabupaten Musi Banyuasin;

g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana

pengembangan sistem penyediaan air minum;

h. fasilitasi serah terima aset kegiatan pengembangan

sistem penyediaan air minum;

1. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan

pehgefidaJiil.fidi bidangpemoangtifian ptasarana,satafiil.

pengembangan sistem penyediaan air minum;

J. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang pengembangan system penyediaan air minum;

k. melakukan monitoring dan evaluasi tentang mutu

pengelolaan air minum;
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1. memo'aat iapotart 'secara 'oerkala berkaitan dengan

tugas di bidang pengembangan system penyediaan air

minum kepada atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.

(3)Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

mempunyai tugas :

a. 'menyiapkart bahan 'perurhusan kebijakart di bidarig

pengolahan air limbah, drainase lingkungan dan

pengolahan persampahan, penyehatan lingkungan

permukiman serta perizinan sesuai dengan perundang-

undangan yang ber1aku;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengolahan air limbah, drainase lingkungan dan

'pengblahan 'persampahanserta penyehatan lingkungan

permukiman dan perizinan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian, penyelenggaraan

perencanaan teknis dan penyusunan program

pembangunan prasarana, sarana pengolahan air

limbah, drainase lingkungan dan pengolahan

llefsampahan serta penyehatan lingkllngartpermtikiman

secara terpadu antara Pemerintah Kabupaten dan

Pemerintah Provinsi, sehingga produk yang dihasilkan

dapat berhasil secara optimal;

d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan air limbah,

drainase lingkungan dan pengolahan persampahan

sertapenyehatan 'lingkctnganpetrriukiman;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pengolahan air limbah, drainase lingkungan

dan Jlengolahan persampahan serta _penyehatan

lingkungan permukiman;

f. melakukan inventarisasi prasarana dan sarana

pengolahan air limbah, drainase lingkungan

-dan -pengolahan 'persampahan di Kauu'{>a.wn

Musi Banyuasin;
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~. melaksanakan penyediaan dan pembangunansarana

dan prasarana pengolahan air limbah, drainase

lingkungan dan pengolahan persampahan serta

penyehatan lingkunganpermukiman;

h. fasilitasi serah terima aset kegiatan pengolahan air

limbah, drainase lingkungan dan pengolahan

persampahan serta penyehatan lingkungan

1Jermukimarr;

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian di bidang pengolahan air limbah, drainase

lingkungan dan pengolahan persampahan serta

penyehatan lingkungan permukiman;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang pengolahan air limbah, drainase lingkungan

-dan .pengo1ahan .persampahan .serta penyehatan

lingkungan permukiman;

k. melakukan monitoring dan evaluasi tentang mutu

pengolahan air limbah, ma.n.fuatdrainase lingkungan

dan pengolahan persampahan serta penyehatan

lingkungan permukiman;

1. membuat laporan secara berkala berkaitan

detrgan tl1gas -di bidang pengolahanait 1ifnbah,

drainase lingkungan dan pengolahan persampahan

serta penyehatan lingkungan permukiman kepada

atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.

9. Ketentuan BAB IV Bagian Kelima diubah menjadi Bidang

"Fertnnahan, -sena "Fasal 12, "Fasal 13 dan "Fasal 14 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal12

Bidang "Ferumahan mempunyai i:agasIi:rembantu Kepala

dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasai 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal12, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan pelaksanaan

di bidang perencanaan dan pengendalian perumahan,

meliputi merencanakan pengembangan Lingkungan

Hunian, rencana Kemitraan dan kelembagaan, 8trategi

Pembiliyaan dan Analisa Fasat, fasilitas penyiapan 'lahan

perumahan, Penyiapan data dan Informasi, serta

Pemantauan dan Evaluasi;

b. penyusunan .peraturan, pedoman petunjuk pelaksanaan,

petunjuk teknis dan standar pembangunan perumahan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan untuk

ramah susun, khu:!m:s, swada.ya dan rumah kometsial

sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

d. penetapan kebijakan strategis, program perumahan

di bidang pembiayaan perumahan, seperti pola

pembiayaan perumahan, pola Investasi Perumahan,

pendayagunaaan sumber pembiayaan perumahan,

sistem tabungan perumahan, bina system

pembiayaan perum:ahan sena evaluMi bantuan

pembiayaan perumahan;

e. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan

perumahan swadaya meliputi perumusan keb~iakan,

koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan,

sosialisasi, pengkajian bidang pembangunan baru,

pemugaran, perbaikan, perluasan, perbaikan dan

-pemanfaa.tanperumahan swa:daya;

f. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

di bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan,

meliputi : perumusan keb~iakan, koordinasi pelaksanaan,

fasilitasi, pengawasan, sosialisasi, pengkajian bidang

peningkatan kualitas lingkungan perumahan;

g. memberikan saran, pertimbangan teknis dan melaporkan

hasHkei'ja kepadaatasan;
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h. membimbing dan membina bawahan, serta menilai hasil

kerja bawahan untuk pengembangan karir; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Perumahan,

Pasal14

dan Pengendalian(1)Seksi Perencanaan

mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan peraturan, pedoman

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar

pembangunan perumahan;

b. menyiapkan bantuan teknis perencanaan dan

pelaksanaan fisik pembangunan perumahan;

c. menyiapkan data dan Informasi dengan

melakukan .survey in:vestigasi, pendataan dan

bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi

sarana dan prasarana perumahan;

d. membuat perencanaan pengembangan Lingkungan

Hunian;

e. membuat rencana Kemitraan dan kelembagaan;

f. membuat Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar;

g. menyiapkan bahan/materi penyuluhan dan

pelaksanaan bidang pembangunan perumahan;

h. melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan

maSyarakat bidang perumahan.;

i. mengevaluasi dan melaporkan tugas penyelenggaraan

di bidang perencanaan perumahan kepada atasan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

penyelenggaraan penyediaan perumahan;

b. menyiapkan bahan penY-liSu.fifu""1 norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang penye1enggaraan

penyediaan perumahan;

c. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan

penyelenggaraan penyediaan perumahan;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi

di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
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e. melaksanakan kebijakafi di bidangfasilitasi

penyediaan rumah umum (rumah susun), rumah

khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat

berpenghasilan rendah;

f. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan

rumah komersial;

g. mengevaluasi dan me1aporkan tugas penyelenggaraan

di bidang -penyediaan -peI'UIhahankepada atasan; dan

h. me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.

(3JSeksi Pembiayaan Perumahan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan

pembiayaan perumahan;

b .. ttienyiapkan bahan perrimdsan kebijakan di biCiang

penye1enggaraan pola pembiayaan perumahan;

c. melaksanakan kebijakan di bidang Investasi

.perumahan;

d. melaksanakan kebijakan di bidang pendayagunaan

sumber pembiayaan perumahan;

e. melaksanakan pembinaan .sistem pembiayaan

'perum-ahan~

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi

di bidang penyeIenggaraan pembiayaan perumahan;

g. melaksanakan evaluasi bantuan pembiayaan

perumahan;

h. mengevaluasi dan meIaporkan tugas penyeIenggaraan

di bidang pembiayaan perumahan kepada atasan; dan

i.melaksanakan tugas iain yang diberikan 'Oien

pimpinan.

10. Ketentuan BAB IV Bagian Keiima diubah menjadi Bidang

Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bina Penataan

Bangunan, serta Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut :
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Pasa! -1.5

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bina

Penataan Bangunan mempunyai tugas membantu kepala

dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan

pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan

kawasan permukiman perkotaan, perdesaan, dan kawasan

petifiUkilfian khnsus !'!efta .penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungan, gedung dan rumah negara,

penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata,

pos lintas batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan

tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya.

Pasal16

Untuk meJaksRDRkan tugas se1;lagaimana dimaksud daJam

Pasal 15, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

dan Bina Penataan Bangunan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis,

eval'txasidan pelapotan di bidangpengembangan kawasan

permukiman perkotaan, perdesaan, dan kawasan

permukiman khusus, penataan bangunan dan

lingkungan, gedung, rumah negara, penataan kawasan

pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas

kabupaten, rawan bencana, serta kawasan tematik

perkotaan dan kawasan khusus lainnya; serta fasilitasi

penyediaan tartan;

b. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan

permukiman perkotaan, .perdesaan, dan kawasan

permukiman khusus, penataan bangunan dan

lingkungan, gedung, rumah negara, kawasan pusaka,

permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas

kabllpaten,rawart oencarta,serta kawasart tematik

perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

-19-



c. fasilitasi 'pernbinaan keiembagaan dan pembinaan

pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan

kawasan permukiman perkotaan, perdesaan, dan

kawasan permukiman khusus serta di bidang penataan

bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara,

penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional,

wisata, pos lintas batas kabupaten, rawan bencana, serta

kawasan'tematik perkotaan dafi kawasan khusus iainnya;

d. pemberian bimbingan teknik dan supervisi serta

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan kawasan permukiman perkotaan,

pedesaan, dan kawasan permukiman khusus, penataan

bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara,

penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional,

wisata, pos iintas bahis kabupaten,rawan bencana, serta

kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

e. pembinaan kemampuan kecamatan/ ke1urahan dalam

pengembangan kawasan pemukiman dan meningkatkan

jumlah kecamatan yang menerapkan NSPK dalam

pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata

ruang wilayah (RTRW)dan kawasan, agar terwujudnya

pembangunan perrtlukiman yang optimai;

f. penyelenggaraan kegiatan dari pemerintah pusat yang

berkaitan dengan permukiman wilayah perkotaan,

pedesaan dan permukiman khusus serta permukiman

wilayah perdesaan tertinggal dan terpencil;

g. penye1enggaraan penanganan kawasan kumuh

perkotaan, pedesaan, dan kawasan permukiman

khusUs bersama pemerirttah kecamatan/keiUrallar'i,

Dunia usaha dan masyarakat;

h. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset pembangunan

dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan,

pedesaan dan kawasan permukiman khusus, dan

penataan bangunan;

i. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka

penyeienggaraan pengembarigan kawasan perrriUkimari

perkotaan, pedesaan dan kawasan permukiman khusus,

dan penataan bangunan;
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j. memberikan saran, pertimbangan teknis dan melaporkan

hasil keIja kepada atasan;

k. membimbing dan membina bawahan, serta menilai hasil

keIja bawahan untuk pengembangan karir; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasall7

(I) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

dan Pedesaan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan strategi

pengembangan kawasan permukiman perkotaan,

pedesaan, dan kawasan permukiman khusus;

b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem

perencanaan program dan anggaran tahunan dan lima

tahunan serta perencanaan teknik penyelenggaraan

pengembanga..'t'l ka'.:l,ra:sB.:..'t'l perrnl.l1r.ima..."'l perkotaa..'1,

perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;

c. melakukan survey investigasi pendataan, bantuan

teknis dan pengelolaan data dan informasi

penye1enggaraan pengembangan kawasan permukiman

perkotaan, perdesaan, dan kawasan permukiman

khusus;

d. menyebarluaskan informasi penyelenggaraan

pengembangan kawasan permukiman perkotaan,

perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknik dan

melaksanakan kebijakan pengawasan, pengendalian,

dan evaluasi pembangunan infrastruktur di bidang

pengembangan kawasan permukiman perkotaan,

pedesaan dan kawasan permukiman khusus, serta

fasilitasi penyediaan tanah;

f. melaksanakan kegiatan dari pemerintah pusat yang

bcrkaitan .dcng3..L'"1 pcrm~ukima..J. vvilaya..~ pcrkotaan,

pedesaan dan permukiman khusus serta permukiman

wilayah perdesaan tertinggal dan terpencil;
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g. melaksanakan penanganan kawasan kumuh

perkotaan, pedesaan, dan kawasan permukiman

khusus serta pengembangan kawasan permukiman

potensial dan berkelanjutan bersama pemerintah

kecamatan/ kelurahan, Dunia usaha dan masyarakat;

h. me!a1-:::sa..'tlaka.."tl fasilitasi ser-a..l-t teri...ma aset

kawasan

kawasan

pembangunan infrastruktur pengembangan

permukiman perkotaan, pedesaan dan

permukiman khusus;

i. melaksanakan pengembangan jejaring kemitraan

dalam rangka penyelenggaraan pengembangan

kawasan permukiman perkotaan, pedesaan dan

kawasan permukiman khusus;

j. melaporkan tugas penyelenggaraan di bidang

pengembangan kawasan permukiman perkotaan,

pedesaan dan kawasan permukiman khusus.,

kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.

(2)Seksi Bina Penataan Bangunan mempunyai tugas :

a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem

perencanaan program dan anggaran tahunan dan

lima tahunan serta perencanaaLJ. te-knik d&.1""1supervTisi

penyelenggaraan penataan bangunan gedung umum,

gedung negara dan rumah negara;

b. melaksanakan analisa teknis, pemantauan dan

evaluasi bidang penataan bangunan gedung umum,

gedung negara dan rumah negara;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan

pemanfaatan penataan bangunan gedung umum,

gedung negara dan rumah negara;

d. melakukan survey investigasi pendataan, bantuan

teknis dan pengelolaan data dan informasi

penyelenggaraan penataan bangunan gedung umum,

gedung negara dan rumah negara;
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e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian

dan pemeriksaan keandalan bangunan gedung untuk

meningkatkan pemenuhan persyaratan dalam tertib

penyelenggaraan penataan bangunan gedung umum,

gedung negara dan rumah negara;

f. melaksana:..v...an fasilitasi sera...l-:l terima:

pembangunan bangunan gedung umum, gedung

negara dan rumah negara;

g. melaksanakan pengembangan jejaring kemitraan

dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan

gedung umum, gedung negara dan rumah negara;

h. melaporkan tugas penyelenggaraan di bidang

penaman bangunan gedung umum, gedung negara dan

rumah negara kepada atasan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.

(3)Seksi Penataan Lingkungan Khusus mempunyai tugas :

a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

(kecamatan, provinsi dan pusat) untuk pelaksanaan

sistem perencanaan program dan anggaran tahunan

dan lima tahunan serta perencanaan teknik dan

supervisi penyelenggaraan penataan kawasan gedung,
! 1 • A" l' l'pusana, perm-u'.uffi'an traulSlona.l., ~v'V'1sata, pas ~lntas

batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan

tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

b. melaksanakan analisa teknis, pemantauan dan

evaluasi bidang penataan kawasan gedung, pusaka,

permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas

kabupaten, rawan bencana, serta kawasan tematik

perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan

pemanfaatan penataan kawasan gedung, pusaka,

permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas

kabupaten, rawan bencana, serta kawasan tematik

perkotaan dan kawasan khusus lainnya;
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d. melakukan survey investigasipendataan,pengelolaan
data dan informasi penyelenggaraan penataan kawasan

gedung, pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos

lintas batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan

tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

e. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana

dalam rangka penataan lingkungan kawasan gedung,

l'Hlsaka,petmlikiIilatl rradisional, wisata,pos limas
batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan

tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian

pembangunan penataan lingkungan kawasan gedung,

pusaka, permukiman tradisional{ wisata, pos lintas

batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan

'tefrtatikperkotaan dan kawasah kliHSUslaihnya;
g. melaksanakan fasilitasi serah terima aset

pembangunan penataan kawasan gedung, pusaka,

permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas

kabupaten, rawan bencana, serta kawasan tematik

perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

h. melaksanakan pengembangan jejaring kemitraan

diilfuh rangkapenyel~nggaraan penataan kawasan
gedung, pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos

lintas batas kabupaten, rawan bencana, serta kawasan

tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya;

1. melaporkan tugas penyelenggaraan di bidang

penataan kawasan gedung, pusaka, permukiman

tradisional, wisata, pos lintas batas kabupaten, rawan

oeneana, serta kAwaSfu1.tematikperkotil.an dan
kawasan khusus lainnya kepada atasan; dan

j. melaksanakan tugas lain .yang diberikan oleh

pimpinan.



•

11. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 89) mengenai

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan ill Sek'Y'u
pada tanggal Ir./O'f-fb f)v'(L ,}O~7
BUPATI MUSI BANYUASINr

\
H. DOm REZA ALEX NOERDIN

Diundangkandi Sekayu
pada tanggal If 01Wl~'V-f- 2017

L PIt. SEKRET S DAERAH~lKABUPAT USI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR 1?3
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PERATURAN BUPATl MUSI BANYUASIN

TAHUN 2017

OKTOBER 2017

PERUBAHAN PERATURAN SUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISMI,

DINAS PERUMAHAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LAMPlRAN

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI

KEPALA DINAS DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I KELOMPOK JABATAN I r SEKRETARIAT IFUNGSIONAL I

r I

SUBBAGIAN
SUBBAGIAN

PERENCANAAN,KEUANGAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN

I I
BIDANG

BIDANG BIDANG PENGEMBANGAN
PERTANANAH, PRASARANA, SARANA DAN PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN

UTIUTAS UMUM BINA PENATAAN BANGUNAN

-
SEKSI SEKSI

SEKSI - PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN I-- PERTANAHAN PERUMAHAN PERKOT AAN DAN PEDESAAN

SEKSI ..- SEKSI SEKSI I-- PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
PENYEDIAAN PERUMAHAN BINA PENAT AAN BANGUNANAIR MINUM (SPAM)

- SEKSI I.- SEKSI SEKSI -
PENYEHATAN L1NGKUNGAN PERMUKIMAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN PENAT AAN L1NGKUNGAN KHUSUS

(PLP)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUP ATEN MUS! BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN¥ •
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